
  

     
 
 

 
 

TRO 

 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN WALI KOTA METRO 
NOMOR  5  TAHUN 2026 

 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2026 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA METRO, 
 

 

Menimbang : a.  bahwa sehubungan dengan terbitnya Perturan Menteri 
Keuangan Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rincian Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah 
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026; 

  b. bahwa terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan 
Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 
Nomor 1834 Tahun 2026 tentang Penerapan Sanksi 

Pengelolaan Sampah Sistem Pembuangan Terbuka (Open 
Dumping) pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah 
Karangrejo Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dii 

Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota 
Metro, Provinsi Lampung, maka terjadi pergeseran belanja 

yang menyebabkan pergeseran antar rekening belanja; 
   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Perubahan ketiga Atas 
Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2025 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2026; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan 
Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3825) 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6332); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 63); 

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016     Nomor 547) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024     Nomor 350); 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019     Nomor 1447); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
 

 
 



  

 
 
 

 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2026 
tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 

Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2026 Nomor180); 

 
 

                    MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2025 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. 
 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Metro Nomor 

23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diubah sebagai berikut: 

 

Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

ini. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




